
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARlA 

NOMOR -2.2.R TAHUN 20116 

TENlANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI DAERAH IST1MEWA YOGYAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2006 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

iv1cnimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bel21ja Daerah Provins1 Daerah 

Mengingat 

Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomopr 20 Tahun 2006; 

b. ba'1wa dengan adanyc:1 bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah lstimev,a

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 yang

menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa yang perlu ::;egera ditangani,

sehingga memerlukan pembiu�·aan yang perlu dituangkan dalam Penjabarari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbar·gan sebagimana dimaksud dalam huruf 3 dan b

porlu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 20

Tahun 2006 te11tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.

: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dc.erah l�timev,a 

Yogyakarta Jo. Peraturan Pe1nerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebaga:mana 

telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 

1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran f\Jeg:11a 

Nomor 1819); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembarc:1n Negara



Nomor 3312) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Tahun 1994 Nomor 62, TamJahan Lembaran Negar2 Ncmor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 rahun 1997 tentang Pajak Dr1erah dan Retribusi

Dae rah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, T ambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (L�mbaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40.;a);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

T::m:::lh rl�n Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambah,m

Lembaran Negara Nomor 3688);

5. 

6. 

7. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar8an Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan .�epotisme (Lembaran Neyara

Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunar

Nasional (Lembarar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran I\Jegara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang Teknik Penyu<;unan Peraturan

Perundang-undangan (Lemb:iran Negara Tahun 2004 Nonior 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-uncfang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan Daer�h

(Lembaran Negara Tahun 2J04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg,ua

i�omor 4437);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemeriritah Pusat dan Pemerintah Daerah (L embaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (Lembaran Neg2ra Tahun 1997 Nomor G6, Tambahail

Lembaran Negara Nomor 36931;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbanga,,

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Neg2ra

Nomor 4021 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman uaerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor204, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Peratnggungjawabn Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 20CO Nomor

210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200(.' tentang kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 210, Tamba�an Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangar. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 44·16); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor C.3 Tahun 2001 tentany Pajak Daernh
I,, 

(Lembaran Negara Tahun ..2001 Nomor 118, Tambahan Lembarnn Negar1

Nomor4138);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tent3ng Retribusi Daernh

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nega�a

Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun L005 tentang Penqtlolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha;i Lembar2n

Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun '.2005 tentang Dana Alokasi Umum

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006 ;

21 . Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi wilayah paska bencana gempa Bumi di Provinsi Daeran 

lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pe:1erimac1n

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam N.:geri Nomor 4 Tahun 1985 tent�.rng Pengurus::m

Pendapatan Daerah Has ii P, jak Bumi dan Bangunan;

24. Peraturan Me11teri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksc1m1a!l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalan,

Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

25. Peratura11 Menteri Dalam t Jegeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah .Jo.

lnstruksi Menteri Dalam Negori Nomor 21 Tahun 1997 ;

26 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petu;1juk

Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelola3i1 Barang Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 2 °l"ahun 2001

tentang Pola Dasar Perrbangunan Daerah Provinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta Tahun 2001-2005 ; 
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Menetapkan      : 

30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimev1a Yogyakarta Nom'X 3 Tahun 2002

tentang Program Pemban£11nan Daernh (PROPEDA) Provinsi Daerah

1. lstimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;

31. Peraturan Daerah Provinsi D.ierah lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tallun 2C03

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2004;

32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah 1Stimewa Yogyakarta Nomor 6 Tai1un 2003

tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Daer2h :stim8v-/�

Yogyakarta Tahun 2004-2008;

33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004

tentang Pembentukan dan 0rganisasi Sekretariat Daerah dan Sekr8tariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakartc1;

34. Peraturan Caerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004

tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Pr'Jvinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;

35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nom1Jr 3 T2hun 2004

tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungar. Pr0vins!

Daerah lstimewa Yogyakarta;

36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2Q05

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;

37. Peraturan Dacrah Propinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Dae1ah lstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006;

38. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2005

tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2006.

39. Peraturan Gubernu� Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2J06

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY.AKARTA 

1'ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA.� GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2006 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN l'ENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PRO�SI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 20 

"fahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela;ija Daerah 

Provinsi Daercih lstimewa Yo9yakarta Tahun Anggaran 2006, dubah sebagai 

berikut: 

1. Perubahan Anggaran Pendar,atan clan Belaja Daerah Tahun Anggx-m 

2006 terdiri atas :

A.PENDAPATAN: 

1. Semula Rp. 885.074.786.265,25 

2. Bertambah 1.p. 0,00 

Jurnlah Pendc:.patan setelah Perubahan Rp. 885.074.78�� 

B. BELANJA:

1. Semula Rp. 968.386.065.958,16 

2. Bertambah Rp. 174.756.740.127,00 

J umlaL Bebnja setclah Pembahan Rp. 1. 143.142,806,08;,,16 

Defisit setelah Perubahan (Rp. 2S8.068.Cl9.8� 

C. PEMBIA YAAN:

1. Penerimaan

a) Semula

b) Bertambah

Rp. 116.711.279.692,91 

Rp. 0,00 

Jurnlah Penerimaan setelah Perubahan 

2. Pengeluaran

a) Semula

b) Bertambah

Rp. 33.400.000.000,00 

Rp. 0,00 

Tnrnlah Pengeluaran setelah Pernbaban 

Jurnlah Pembiayaan setelah Perubahan 

Rp. 116.711.279.692,91 

Rp. 33.400.000.000,00 

Rp. 83 .311.279 ,692,.21 
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2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

daLun angka 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peratura11 ini.

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku p«da i:anggal diundangkan dan dilaksanaka-i untuk Tahun Angg;Jm 

2006. 

Ditetapkan di Y ogyakarta 

pada tanggal -1� .9<:e.,.rr1.,.r �o?o6 

ENGKU BUWONOX 

8i undangkan di Y ogyakarta 

�ada tanggal .z� Fl6v!T�.s .,zoo6 

I 

110 021 674 

BERITA DAERAHPROVINSI DAERAH ISTTMEWA YOGYAKARTA 

1 AHUN � oo 6 NOMOR ,z .3 SERI ·
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